
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 11 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 

TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 
 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan 
informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyempurnaan 
terhadap struktur pengelola informasi dan dokumentasi, 

informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan 
secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;  

b. bahwa beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi 
publik sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
870); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DAN 
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN 
UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.  
 

Pasal I  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) 
diubah sebagai berikut: 

jdih.kpu.go.id



- 3 - 

 
1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 

diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 5 

(1) Pembina PPID terdiri atas: 
a. KPU dijabat oleh Ketua, anggota, dan Sekretaris 

Jenderal KPU; 
b. KPU Provinsi dijabat oleh Ketua dan anggota 

KPU Provinsi; dan  

c. KPU Kabupaten/Kota dijabat oleh Ketua dan 
anggota KPU Kabupaten/Kota. 

(2) Atasan PPID terdiri atas: 

a. KPU dijabat oleh Deputi Bidang Dukungan 
Teknis; 

b. KPU Provinsi dijabat oleh Sekretaris KPU 
Provinsi; dan 

c. KPU Kabupaten/Kota dijabat oleh Sekretaris 

KPU Kabupaten/Kota. 
(3) Tim pertimbangan terdiri atas: 

a. unsur KPU yang meliputi: 

1. anggota KPU yang membidangi divisi 
sosialisasi, pendidikan pemilih, dan 

partisipasi masyarakat; 
2. Sekretaris Jenderal KPU; 
3. Deputi Bidang Administrasi; dan  

4. Inspektur Utama. 
b. unsur KPU Provinsi yang meliputi: 

1. anggota KPU Provinsi yang membidangi 
divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan 
partisipasi masyarakat; 

2. Sekretaris KPU Provinsi; dan  
3. Kepala Bagian yang membidangi partisipasi 

dan hubungan masyarakat. 

c. unsur KPU Kabupaten/Kota yang meliputi: 
1. anggota KPU Kabupaten/Kota yang 

membidangi divisi sosialisasi, pendidikan 
pemilih, dan partisipasi masyarakat; 

2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan  

3. Kepala Sub Bagian yang membidangi 
partisipasi dan hubungan masyarakat. 

(4) PPID dijabat oleh:  
a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi partisipasi dan hubungan 

masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua 
KPU; 

b. pejabat administrator yang membidangi 

partisipasi dan hubungan masyarakat atau yang 
ditetapkan oleh Ketua KPU Provinsi; dan 

c. pejabat pengawas yang membidangi partisipasi 
dan hubungan masyarakat atau yang ditetapkan 
oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota. 

(5) Tim penghubung terdiri atas 
biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 
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(6) Petugas pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan 

PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di 
bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik. 

 

2. Ketentuan ayat (3) huruf i Pasal 13 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 13 

(1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a merupakan Informasi Publik 
yang telah dikuasai, didokumentasikan oleh KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan bersifat 
terbuka.  

(2) Informasi Publik yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diumumkan paling sedikit 6 (enam) 

bulan sekali. 
(3) Informasi Publik yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. profil KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota;  
b. ringkasan program dan kegiatan yang sedang 

dijalankan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota; 
c. ringkasan kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota;  
d. ringkasan laporan keuangan KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota yang sudah diaudit; 

e. ringkasan laporan layanan Informasi Publik di 
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 

f. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang 
mengikat dan/atau berdampak bagi publik; 

g. prosedur memperoleh Informasi Publik di KPU, 
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 

h. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang 

atau pelanggaran yang terjadi di KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 

i. ringkasan informasi pengadaan barang dan jasa 
pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota;  

j. Informasi Publik mengenai kepegawaian di KPU, 
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 

k. prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi 

keadaan darurat di setiap kantor KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

l. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap 
penyelenggaraan yang sedang berjalan yang 
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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3. Ketentuan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e 
Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 25 

(1) Permohonan pengujian konsekuensi kepada KPU 
dapat diajukan oleh: 

a. KPU Provinsi; dan 
b. KPU Kabupaten/Kota. 

(2) Permohonan pengujian konsekuensi oleh KPU 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dilakukan melalui KPU Provinsi.  

(3) Tata cara pengujian konsekuensi oleh KPU meliputi: 

a. mengidentifikasi materi Informasi Publik, sifat 
Informasi Publik, dan lingkup Informasi Publik 

yang akan dikecualikan; 
b. mengidentifikasi potensi konsekuensi yang 

timbul akibat dibukanya Informasi Publik 

sebagaimana diatur dalam undang-undang; 
c. menetapkan jangka waktu pengecualian 

informasi; 

d. mengidentifikasi kepentingan publik dari 
Pemohon Informasi dalam hal informasi yang 

dimohonkan memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b; 

e. melakukan analisis antara potensi konsekuensi 

yang timbul dengan kepentingan publik dari 
Pemohon Informasi serta mempertimbangkan 

berdasarkan kepatutan, kesusilaan, 
kepentingan umum atau ukuran lain yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan; dan 

f. menyimpulkan hasil pengujian konsekuensi 
dengan menetapkan Informasi Publik yang diuji 
konsekuensi bersifat: 

1. dikecualikan; atau 
2. terbuka.  

 
Pasal II 

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 September 2024 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

 

ttd. 
 

MOCHAMMAD AFIFUDDIN 

 
 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2024 
 

PLT. DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

    ttd. 
 
ASEP N. MULYANA 

 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 531 
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